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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban
manusia, poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling
banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial yang ditolak dengan berbagai
macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu
dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Ahli-ahli sejarah dan para ilmuwan antropologi mengemukakan bahwa
poligami dalam bentuknya yang beragam telah ada dalam tahap-tahap awal dari
sejarah manusia, dan bahwasannya poligami muncul pertama kali sebagai akibat
dari perbudakan perempuan dan sikap kaum yang kuat dan kaya yang menjadikan
banyak perempuan untuk bersenang-senang, sebagai pelayan dan sebagai simbol
kebesaran dan kemegahan. Oleh karena itu, pemilikan banyak perempuan
biasanya khusus bagi para raja, para menteri dan pembesar-pembesar, dan bagi
sebagian mereka hal itu hanya semata sebagai perbudakan.*

Bangsa barat yang fanatik, seperti para pendeta, orientalis, dan para
penjajah melancarkan serangan sengit kepada Islam dan umat Islam, hanya karena
poligami. Ini mereka jadikan sebagai argumen bahwa Islam merendahkan kaum

perempuan dan bahwasannya orang-orang Islam menjadikan doktrin poligami

! Dr. Karam Hilmi Farhat. 2007. “Poligami dalam pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi”.
Jakarta: Darul Hag. Hal: 5.



sebagai kesempatan untuk melampiaskan nafsu dan syahwat mereka. Barat dalam
hal ini memiliki tujuan yang tersingkap jelas, niat busuk yang terbongkar dan
logika yang kacau. Islam yang lurus bukan agama yang pertama kali menetapkan
syariat poligami, akan tetapi telah ada pada hampir umat-umat terdahulu seperti
Bangsa Athena (Yunani), Bangsa Cina, Bangsa India, Kaum Babilonia, Kaum
Assyiria dan Bangsa Mesir dan kebanyakan bangsa-bangsa ini tidak memiliki
batasan tertentu dalam berpoligami.

Tidak ada catatan bahwa agama-agama terdahulu melarang poligami,
sejak zaman Nabi Ibrahim bahkan hal itu dibolenkan secara hukum dan
dipraktekkan dalam kehidupan keagamaan. Begitu pula dalam bangsa Arab,
poligami adalah sesuatu yang dibolehkan tanpa syarat dan tanpa ikatan, bahkan
mereka mempraktekkannya dalam batasan yang tidak terhingga.

Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang
telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami
tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri.
Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih
untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa
ada usaha memperoleh keadilan. Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya
(Q.S. an-Nisa’ ayat 3 dan 129) tidak menghapus praktek poligami, namun Islam
membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-

syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara istri. Menurut hukum Islam



(figh), kebolehan hukum poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun
dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap istri-istrinya.?

Hukum Perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami melakukan
poligami dengan syarat yakin atau mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya,
sebagaimana yang di isyaratkan dalam Al Qur’an surat An-Nisa’; 3 yang artinya:
“Dan jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak
akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya
perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak
berbuat zalim”.

Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang
diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat
membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu. Kondisi khusus yang dimaksud
diatas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) yang berisi tentang kewenangan
pengadilan dalam hal memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari
seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Para ulama figh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan

didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat An-Nisa’ ayat 3 diatas. Surat An-

% http://hksuyarto.wordpreess.com/. Keadilan Dalam Perkawinan Poligami. Perspektif Hukum
Islam; Aspek Sosiologis-Yuridis.
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Nisa’ ayat 3 ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu Surat An-
Nisa’ ayat 2 yang mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak
yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta
anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah.

Sementara dalam Surat An-Nisa’ ayat 3 mengingatkan kepada para wali
yang mau mengawini anak perempuan yatim hendaklah si wali itu beritikad baik
dan adil, yaitu wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada perempuan
yatim yang dikawininya. la tidak boleh mengawini perempuan yatim tersebut
dengan maksud untuk memeras dan menguras harta perempuan yatim atau
menghalang-halangi perempuan yatim tersebut kawin dengan orang lain.

Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin
al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 surat al-Nisa’ tersebut ; Jika wali anak
perempuan yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap
anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak perempuan yatim yang
berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan perempuan lain
yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu
berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap
isteri-isterinya, maka ia hanya beristeri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat
dholim terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat
zalim terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya,

tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.®

® http://hksuyarto.wordpreess.com/. Keadilan Dalam Perkawinan Poligami. Perspektif Hukum
Islam; Aspek Sosiologis-Yuridis.
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Hukum perkawinan yang baik ialah yang bisa menjamin dan memelihara
hakekat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau
yang mungkin akan terjadi. Perkawinan bukanlah merupakan hubungan jasmani
antara dua jenis hewan, bukan hubungan rohani antara dua malaikat. Perkawinan
adalah hubungan kemanusiaan antara lelaki dengan wanita untuk menyongsong
kehidupan dengan segala problemanya.

Kesepakatan sepasang suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai
sebuah keluarga yang utuh memang merupakan dambaan dan suatu kesempurnaan
rohani. Akan tetapi, kesempurnaan rohani tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan
hukum. Keutamaan di sini tentu bukan dalam arti seorang lelaki mencukupkan
untuk beristeri satu karena ketidakmampuannya beristeri dua atau tiga.
Keutamaan dalam hal ini adalah jika seorang pria sebenarnya mampu beristeri
lebih dari satu, tetapi ia tidak mau melakukannya. Atas kemauannya sendiri ia
tidak berpoligami, berdasarkan kesadaran bahwa kebahagiaan spiritual terletak
dari sikapnya yang menjauhkan diri dari poligami.

Dalam kenyataanya, adakalanya seorang pria beristeri satu tetapi secara
diam-diam berhubungan dengan sejumlah wanita lain. Perbuatan ini bukan saja
melanggar hukum agama tetapi juga tatakrama spiritual. Tidak ada satu pihakpun
yang diuntungkan oleh perbuatan ini, baik laki-laki, isterinya maupun masyarakat.
Sisi lain yang dapat menghancurkan kesucian perkawinan adalah perkawinan
hewani yang didasarkan atas selera jasmani semata. Bila selera itu yang
berkembang pada diri suami atau isteri, maka tiada lagi kemesraan di antara

mereka, bahkan hubungan keduanya tidak akan harmonis.



Berkenaan dengan syarat adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang
panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Berdasarkan
uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami
lebih jauh tentang persyaratan izin poligami dari istri pertama. Hal ini yang
membuat penulis memiliki keinginan kuat untuk mengadakan penulisan hukum
yang berjudul:

“KETENTUAN PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DARI ISTRI

PERTAMA (Analisis Dari Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan)”

. Perumusan Masalah
Perumusan masalah mempunyai arti penting dalam penulisan skripsi untuk
memperjelas permasalahan, agar penelitian mengarah pada sasaran yang tepat.
Maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan dipergunakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah
yang disebutkan diatas maka penulis mengajukan beberapa permasalahan sebagai
berikut :
1. Bagaimana ketentuan-ketentuan izin poligami dari isteri pertama menurut
Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan-ketentuan izin poligami dari isteri pertama menurut
Undang-Undang Perkawinan?
3. Bagaimana ketentuan-ketentuan izin poligami dari isteri pertama menurut

Kompilasi Hukum Islam?



C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan persyaratan izin poligami dari isteri
pertama menurut Hukum Islam.

Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan persyaratan izin poligami dari isteri
pertama menurut Hukum Undang-Undang Perkawinan.

Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan izin poligami dari isteri pertama

menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, diharapkan hasil penelitian dapat

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang

diambil dari penelitian ini adalah :

1.

Manfaat Teoritis

Kajian skripsi ini diharapkan dapat sebagai pijakan bagi peneliti
selanjutnya yang akan meneliti tentang Hukum Islam yaitu Hukum Islam yang
berkisar pada masalah perkawinan poligami khususnya tentang izin isteri.
Manfaat Praktis

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini
adalah dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi yang bermanfaat bagi siapa saja yang akan memberikan sumbangan



pemikiran pengembangan hukum, khususnya tentang perkawinan poligami

perihal perizinan dari isteri.

E. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian agar dapat menghasilkan data-data yang valid dan akurat
tidak meragukan haruslah dilakukan secara teratur dan sistematis.* Sehingga
penentuan metode yang akan dipakai sangatlah menentukan dalam penelitian
sebagai langkah awal dari proses penelitian.

Metodologi penelitian diartikan dengan cara atau prosedur untuk
menjalankan seluruh kegiatan penelitian, sedangkan metode penelitian yaitu tata
cara penyelenggaraan penelitian yang berarti metode penelitian merupakan bagian
dari metodologi penelitian.”

Adapun tekhnik yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai
berikut :

1. Jenis Penelitian
Penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan penelitian pustaka
(library research) yaitu sumber penelitian yang utama adalah dari buku-buku,
kitab-kitab dan karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan yang
merujuk pada sistem aturan yang relevan.
2. Metode penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian dengan melakukan

* Moh. Nasir. 1985. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal: 53.
® Soerjono Soekanto. 1990. “Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta. Ul Press. Hal: 10.



pembatasan terhadap kenyataan atau data-data yang ada dalam praktek
selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat
diperoleh.® Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan pokok yang akan diteliti.’
Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah
Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang tak langsung memakai
keterangan yang bersifat mendukung bahan primer. Sumber data ini
diperoleh dari study kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data dengan
membaca, mempelajari dan mencatat buku-buku literature dan tulisan-
tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan
hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku atau
tulisan yang membahas tentang poligami.

c. Bahan hukum tersier yaitu data yang dapat mendukung bahan hukum
sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, penjelasan Undang-Undang dan
lain-lain.®

4. Tekhnik Pengumpulan Data

® Suharsini Ari kunto. 1997. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis”. PT.Bina Aksara.
Hal. 102

" Soerjono Soekanto, Op. Cit. Hal: 56.

® Ibid., Hal: 52.
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Disini penulis menggunakan tekhnik studi kepustakaan, yaitu dengan
cara menginventarisasi dan mempelajari sumber data sekunder dengan
mengumpulkan data-data dengan membaca, mempelajari dan mencatat buku-
buku literatur dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti.

F. Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat
suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 4 (empat) bab, adalah sebagai
berikut :
BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Metodologi Penelitian
F. Sistematika Penulisan
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
2. Tujuan Perkawinan
3. Rukun dan Syarat Perkawinan

4. Pencegahan Perkawinan



BAB Il

BAB IV

5.
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Batalnya Perkawinan

Tinjauan Umum Tentang Poligami

1.

2.

3.

4.

5.

Pengertian Poligami

Poligami Sebelum Islam

Poligami dalam Hukum Islam

Poligami dalam Undang Undang Perkawinan

Pendapat Ulama Tentang Poligami

Kriminalisasi Praktik Poligami dalam Hukum Keluarga

Negara-negara Muslim Moderen

1.

2.

3.

4.

5.

Turki
Tunisia
Irak
Malaysia

Indonesia

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan izin poligami dari isteri pertama menurut Hukum Islam.

Ketentuan-ketentuan izin poligami dari isteri pertama menurut Undang-

Undang Perkawinan.

Ketentuan izin poligami dari isteri pertama menurut Kompilasi Hukum

Islam.

PENUTUP

Kesimpulan

Saran





